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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2021

Oleh

RASTHI MILANIE PUTRI

Salah satu elemen kunci manajemen keuangan yang berupaya memenuhi kebutuhan
operasional lembaga pemerintah adalah pengadaan produk dan jasa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 2021.
Temuan studi membuktikan jika pengadaan barang dan jasa oleh Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan barang dan jasa, termasuk
seluruh tahapan kebutuhan, meliputi perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan,
dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan menggunakan
uang APBN/APBD. Menurut peraturan presiden tersebut, untuk menghindari masalah
seperti korupsi dan menjamin tidak ada pihak yang terpengaruh, pengadaan produk dan
layanan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Perencanaan aset
daerah akan menjadi acuan perencanaan kebutuhan dengan cara yang dianggap efektif
dan efisien. Laporan Akhir ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan cara

mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen.

Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021,
Transparansi, Efektifitas, Akuntabilitas.

XV



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa setiap produksi mengikuti strategi pengadaan, pengadaan yang
efektif sangat penting. Selain mencegah pemborosan, pengadaan yang efektif
meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Selain itu, penyediaan barang
dan jasa perlu memiliki sistem serta prosedur yang terstruktur dan efektif. Proses
produksi barang dan jasa pengadaan dapat diterapkan secara menyeluruh dan tujuan
tertentu dapat dicapai di awal rencana. Setiap tahapan proses pengadaan produk dan
layanan harus dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kebijakan dan pedoman

yang relevan (Lestari et al., 2020).

Pembelian produk dan layanan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan
di tingkat federal, negara, dan lokal. Pembelian barang dan jasa merupakan elemen
paling vital dan signifikan yang mendukung pelaksanaan upaya pembangunan
regional. Perpres No. 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
mengklaim jika pembelian barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, transparan,
dan akuntabel. Salah satu contoh tantangan dan hambatan yang sering terjadi selama

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah sumber daya manusia (Rahardjo, 2022).

Perpres No. 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
memiliki landasan hukum yang tegas dan jelas. Berdasarkan Peraturan Presiden ini,
yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan
akuntabel, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi yang memadai mengenai
pengadaan barang dan jasa, termasuk rincian harga, spesifikasi, dan tata cara tender.
Selain itu, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa
dilakukan seefisien dan semurah mungkin. Pemerintah daerah diharuskan berdasarkan
Peraturan Presiden untuk membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif.
Maka, perpres No. 12 Tahun 2021 menjadi landasan hukum yang penting bagi



pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (Nainggolan
etal., 2022).

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung berperan penting dalam pengawasan serta
pengendalian pengadaan barang dan jasa. Maka, penelitian tentang bagaimana
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melaksanakan pengadaan barang dan jasa,
termasuk ketentuan dan efektivitas pengadaan dalam mendukung pelaksanaan program
pembangunan daerah, diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan. Pengadaan
barang dan jasa secara efisien merupakan hal yang penting, namun masih banyak
tantangan yang harus diselesaikan. Misalnya, sering terjadi kecurangan dalam
pengadaan barang dan jasa, dan sistem pengadaan yang tidak efisien. Namun, dengan

pendekatan yang tepat, permasalahan tersebut dapat teratasi (Diana, 2020).

Proses atau prosedur pengadaan barang dan jasa mencakup beberapa langkah yang
membutuhkan persiapan yang akan digunakan nanti untuk melakukan tugas dan fungsi
utama perusahaan atau instansi. Semua kebijakan yang ada dilaksanakan untuk
mencapai tujuan negara atau daerah untuk menciptakan sistem pemerintah yang
unggul. Kebijakan ini tertulis untuk memastikan bahwa dokumen atau arsip
bertanggung jawab dan menghasilkan dokumen digital berkualitas tinggi, sementara
juga mengakui bahwa pengadaan uang publik dan pelaku pengadaan bertanggung
jawab untuk melaksanakan mekanisme pengadaan yang bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan presiden. Tujuan Pasal 4 Huruf A adalah untuk menawarkan barang
dan jasa yang sesuai untuk setiap dolar yang dibelanjakan, sebagaimana dinilai

berdasarkan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. (Rakhman, 2022).

Proses pengadaan barang dan jasa melibatkan penyesuaian peraturan mengenai
penggunaan produk atau layanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi. Selain itu,
terdapat pengaturan penerimaan layanan konstruksi yang dibiayai oleh APBN/APBD
dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Penciptaan Lapangan Kerja, hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan

komersial. Klausul Sumber Daya Manusia dalam Pengadaan Barang dan Jasa juga



telah diubah. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
harus direvisi, sehingga diperlukan Peraturan Presiden. APBN merupakan suatu
rencana pemasukan dan pengeluaran yang dibuat secara nasional oleh Pemerintah.
Sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang mencakup aspek
penerimaan dan belanja, APBN harus dikelola dengan efisien untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
(Nahda, 2024).

Perwakilan DRRD Sekretariat Dewan di Lampung Selatan, yang biasa disebut sebagai
kantor pemerintahan, bertugas untuk menyelenggarakan pertemuan, serta mengelola
manajemen dan keuangan. Salah satu aktivitas tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat
DPRD Provinsi Lampung Selatan adalah rapat paripurna mengenai pengadaan barang
dan jasa. Berdasarkan tugas ini, analisis keuangan bagian umum, terutama subbagian,
memiliki kekuasaan yang cukup signifikan terkait perencanaan, penganggaran,
pemeliharaan, dan pelaksanaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa negara. Di
samping itu, sistem pengadaan bisa memanfaatkan tidak hanya jenis metode
pengadaan, tetapi juga berbagai skema pengadaan yang dapat bersumber dari
pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, studi mengenai
pelaksanaan pengadaan provinsi serta layanan perlu dilakukan di bagian umum
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan Lampung Perpres No. 12 tahun
2021 (Claudia W., 2023).



1.2

Rumusan Masalah
Bagaimana implementasi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021?
Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung?
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan
tranparansi dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD Provinsi

Lampung?

1.3  Tujuan Penulisan

a.

1.4

Menganalisis implementasi pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung.

Mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam pengadaan barang dan jasa
pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Memberikan rekomendasi perbaikan pada Sekretariat DPRD Provinsi

Lampung.

Manfaat Penulisan
Bagi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
Studi ini dapat membantu Sekretariat DPRD Provinsi Lampung untuk
meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas. mengidentifikasi kendala dan
permasalahan yang dihadapi lalu mengembangkan strategi perbaikan dan
meningkatkan kinerja untuk pengadaan barang dan jasa.
Bagi akademik.
Studi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan awawasan tentang implementasi
pengadaan barang dan jasa lalu pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
Bagi penulis.
Studi ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
tentang pengadaan barang dan jasa.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadaan Barang dan jasa

2.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan adalah proses memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu
lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Mengidentifikasi kebutuhan
merupakan langkah pertama dalam proses pengadaan, perencanaan yang matang,
pelaksanaan proses pengadaan, hingga akhirnya kontrak disetujui dan barang
diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang akan menggunakannya..Proses pengadaan
ini mencakup komponen penting yang berkaitan langsung dengan pencatatan transaksi
ke dalam laporan keuangan, yang meliputi pembelian barang yang digunakan sebagai
aset atau persediaan dan biaya yang menjadi beban operasional perusahaan (Perpres
Nomor 12, 2021).

Pengadaan barang dan jasa berada dalam kisaran anggaran Rp.5.000.000.000 s.d
Rp.10.000.000.000 untuk kontruksi Rp.200.000.000 s.d Rp.500.000.000. Jika
pelelangan tidak memungkinkan untuk diadakan, metode pengadaan langsung bisa
menjadi alternatif yang diperbolehkan. Menyajikan data keuangan yang komprehensif,
akurat, dan tepat merupakan tujuan utama akuntansi keuangan regional. Data ini
penting agar pertanggungjawaban dapat dilakukan, sekaligus menjadi landasan
evaluasi kinerja keuangan sebelumnya. Evaluasi ini membantu pihak di luar
pemerintah daerah dalam membuat keputusan ekonomi di masa depan, yang pada
akhirnya mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
dengan mudah dan harus dapat dipertangungjawabkan dengan baik mungkin (Diana,
2020).

Pembelian produk dan jasa memerlukan pertimbangan cermat terhadap regulasi
anggaran terkini dan regulasi yang telah memberikan catatan tentang persyaratannya,

dengan mempertimbangkan faktor dari aspek efisiensi dan transparansi dalam rangka



memastikan tercapainya standar terbaik bagi suatu instansi. Dalam akuntansi,

pengadaan barang dan jasa berhubungan erat dengan prinsip pencatatan yang akurat

dan pengendalian internal yang baik untuk meminimalkan risiko kesalahan atau

penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran perusahaan. Anggaran merupakan

perencanaan yang menguraikan pendapatan dan pengeluaran, Terkait perencanaan

keuangan, baik di perusahaan atau entitas bisnis lainnya, ini mencakup perkiraan

pemasukan dan anggaran belanja negara yang diproyeksikan selama periode waktu

yang sudah ditentukan (Purwoko, 2024).
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Prinsip pengadaan barang dan jasa

Prinsip pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah mencakup beberapa aspek
penting antara nya:

a.

C.

d.

Efisien Pengadaan barang dan jasa yang efisien terwujud ketika alokasi
anggaran yang telah direncanakan digunakan untuk merealisasikan target
dengan cepat dan transparan. Memaksimalkan sumber daya yang ada sangat
penting untuk efisiensi guna memenuhi persyaratan perolehan produk dan
layanan dalam hal kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif Manfaat dari produk dan
layanan yang diperoleh bersifat substansial dan menguntungkan. Membeli
produk dan layanan yang memenuhi kriteria tertentu dan dapat memberikan
keuntungan terbesar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
diperlukan untuk penerapan prinsip yang berhasil.

Transparan Seluruh aturan dan keterangan yang berkaitan dengan proses
pengadaan barang dan layanan, seperti spesifikasi teknis, tata cara administrasi,
alur evaluasi, hasil peninjauan, dan penunjukan calon penyedia barang dan
layanan dapat diakses secara bebas dan mudah oleh para peserta pengadaan.
Terbuka Proses perolehan barang atau jasa terbuka bagi semua pihak yang
menyediakan barang atau jasa, dengan bukti telah memenuhi persyaratan serta
kriteria khusus yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur yang transparan.



e. Proses pengadaan, yaitu pengawasan yang efisien dan pelaporan yang
transparan, merupakan bentuk akuntabilitas perolehan barang dan jasa. Hal ini
untuk menjamin pemanfaatan sumber daya secara efektif sesuai dengan Perpres
No. 12 Tahun 2021.

2.2  Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Regulasi pengadaan barang dan jasa di atur oleh salah satu nya yaitu Perpres No. 12
tahun 2021. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang
dan jasa efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan berpengaruh dalam proses
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban keuangan. Pembelian barang dan
jasa juga menjamin bahwa dana digunakan secara bijak dan efisien, memungkinkan
setiap investasi memberikan nilai bagi lembaga pemerintah. Evaluasi performa instansi
pemerintah punya kaitan erat dengan pertanggungjawaban dan keterbukaan.
agar sistem pertanggungjawaban terlaksana dengan baik, dibutuhkan pengelolaan

performa yang mumpuni (Auditya, 2021)

Efektivitas dan keterbukaan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh pengaruh
akuntabilitas dalam pembelian produk dan layanan. Karena pengadaan memerlukan
tingkat akuntabilitas yang tinggi, hal ini memungkinkan kita untuk bertanggung jawab
atas pilihan dan tindakan yang akan mengurangi penipuan dan korupsi serta
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya (Setiawan,
2024).

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa mencakup aksesibilitas informasi
terkait setiap proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pemilihan pemenang
tender atau penyedia. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan
mengevaluasi jalannya proses tersebut. Dengan adanya transparansi, diharapkan semua
pihak yang terlibat dalam pengadaan dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang
dan konflik kepentingan, karena setiap aktivitas dapat selalu diikuti atau dipantau oleh

publik. penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung



transparansi, seperti mempublikasikan dokumen-dokumen terkait pengadaan secara
terbuka dan menyediakan platform tujuannya adalah agar warga negara dapat
memperoleh informasi secara praktis. Setelah mengetahui kebutuhannya,
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menggunakan anggaran
APBN/APBD untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Proses ini disebut Proses

Pengadaan Barang dan Jasa (Suprastiyo, 2022).
Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara:

a. Mengkoordinasikan pembelian produk dan layanan untuk menjamin bahwa
organisasi pemerintah memiliki apa yang mereka butuhkan.

b. Perencanaan pengadaan barang dan jasa: Setelah semua persiapan yang
diperlukan untuk tahap perencanaan berikutnya selesai, proyeksikan anggaran
untuk pengadaan dan pemeliharaan pengadaan barang dan jasa.

c. Penerapan swakelola, yakni pendekatan pembelian barang dan jasa yang

dilakukan secara otonom oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah.
2.3  SOP Pengadaan Barang dan Jasa Di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

a Perencanaan

e Identifikasi kebutuhan.

¢ Jenis pengadaan.

e Cara pengadaan.

e Penyusunan anggaran.
b Persiapan swakelola

e Penetapan penyelenggara swakelola.
e Rencana kegiatan.
e SPEK/KAK.

c Pelaksanaan swakelola

e Pelaksanaan sesuai kontrak.
e Pencatatan dokumentasi dan pelaporan.



BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang dipakai oleh penulis dalam menyusun laporan akhir meliputi:

a. Data Primer.
Data primer yaitu informasi yang diperoleh melalui berbicara dengan topik atau
mendapatkannya langsung dari sumbernya.

b. Data Sekunder.
Data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan dengan tidak langsung.

menggunakan data yang telah dibuat, seperti buku dan catatan internal.

3.2  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dihasilkan dari artikel ini akan melengkapi penulis

dengan sejumlah metode untuk membuat laporan akhir.

a. Studi dokumen
Pengumpulan data dokumen Sekretriat DPRD Provinsi Lampung sebagai
bahan penelitian, menggunakan dokumen berupa dokumen alur pengadaan
barang dan jasa.

b. Wawancara
Wawancara adalah Pengumpulan data dilaksanakan lewat serangkaian
wawancara tatap muka dengan sumber informasi yang relevan, yaitu individu
yang berkapasitas dan bertanggung jawab atas data juga informasi tersebut pada
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

c. Observasi
Observasi, Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, dilakukan
observasi langsung di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Tujuan
studi guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar berdasarkan

kejadian di lapangan.



3.3 Objek laporan

Lokasi Kerja Praktik. Jalan Wolter Monginsidi No 69, Telukbetung Selatan, Kota

Bandar lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.
3.4 Ruang lingkup laporan

Beberapa ruang lingkup implementasi pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres No.
12 tahun 2021 yaitu meliputi aspek:

a. Perencanaan aset yang dimiliki oleh negara atau daerah merupakan sebuah
upaya untuk menyelaraskan antara ketersediaan barang-barang milik negara
atau daerah, yang diperoleh dari proses pengadaan sebelumnya, dengan kondisi
terkini. Tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih
efisien.

b. Persiapan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu langkah-langkah yang
dilakukan untuk menjamin bahwa pembelian produk dan layanan diselesaikan
secara efektif, cepat, terbuka, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan, evaluasi
persyaratan, pemilihan produk dan layanan, serta pembuatan rencana kegiatan
semuanya termasuk dalam ini.

c. Pelaksanaan siklus pengadaan barang dan jasa meliputi perencanaan,
penyiapan, pelaksanaan, dan distribusi rencana pendapatan dan pengeluaran
negara bagian atau lokal untuk mendanai perolehan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh suatu lembaga atau organisasi, dengan tujuan untuk menjamin
bahwa perolehan produk dan layanan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3.5 Gambaran umum DPRD Provinsi Lampung

Di Indonesia, DPRD berfungsi sebagai badan legislatif yang mewakili rakyat di
tingkat lokal, provinsi, dan kabupaten. Di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi,

badan perwakilan rakyat ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan
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pemerintahan daerah. Dasar hukum DPRD tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 ayat
3, yang bermaklumat " Anggota dewan perwakilan daerah, yang merupakan bagian
dari pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui
pemilihan umum.” Dengan melaksanakan hak, tanggung jawab, tugas, wewenang,
dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pemerintah daerah dapat melaksanakan peran dan kewajibannya untuk menjamin
terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan tertib
(Damayunita, 2022).

Diantara tugas dan wewenang DPRD vyaitu:

a. Bekerjasama dengan bupati untuk menyusun peraturan daerah.

b. Meneliti dan menyetujui rancangan peraturan daerah bupati tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

c. Memantau pelaksanaan APBD dan peraturan daerah.
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3.5

Struktur Organisasi

PA

(PEJABAT ANGGARAN)

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah)

PPTK

(Mengelola pelaksanan
kegiatan)

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Barang

Pembantu
Pengurus Barang

Penyedia

Lampiran 1. 1 Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa
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3.6 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi

a. PA (Pejabat Anggaran)
Mengkoordinasikan pembelian produk dan layanan dengan unit terkait merupakan
tanggung jawab pertama, diikuti dengan mengelola anggaran dan memastikan
anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan ketentuan. la bertugas mengawasi
dan mengelola penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaannya tepat dan
efisien.
b. PPK (Pejabat pembuat komitmen)

SKPD (Satuan kerja perangkat kerja)
Tanggung jawab utama adalah mengelola pengadaan barang serta jasa di SKPD,
dan memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung secara transparan dan
akuntabel, mengawasi kontrak dengan penyedia dan memastikan bahwa kontrak
tersebut dipenuhi. Dan bertanggung jawab melaksanakan pembelian produk dan
layanan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan terkini.
c. PPTK (Pejabat pelaksana teknis kegiatan)
Tugas pokok mengelola pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan
anggaran, mengelola dokumentasi teknis yang terkait dengan pengadaan barang
dan jasa. Serta mempunyai tanggung jawab bahwa kegiatan selesai tepat waktu dan
sesuai dengan standar yang di tetapkan.
d. Bendahara pengeluaran
Tugas pokok mengelola pengeluaran keuangan dan memastikan bahwa
pengeluaran sesuai dengan anggaran dan peraturan, mengatur pembayaran tagihan
dan faktur yang diterima dari vendor dan pemasok. Mempunyai tanggung jawab
mengawasi dan megendalikan pengeluaran keuangan, serta memastikan bahwa
pengeluaran keuangan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.
e. Pengurus barang dan pembantu pengurus barang
Tugas pokok mengelola tersebut digunakan secara efektif dan efisien, lalu
mengelola barang, mengawasi persediaan, mengatur pemakaian agar bisa

memastikan barang digunakan tersedia sesuai kebutuhan dan sesuai dengan catatan
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inventaris akurat. Mempunyai tugas untuk memantau dan mengatur penggunaan
produk dan layanan dengan baik dan efisien. dan bertugas memastikan barang dan
jasa memenuhi spesifikasi.

f. Penyedia

Menyediakan produk dan layanan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang
disepakati merupakan tanggung jawab utama. Mereka bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa kriteria dipatuhi saat membeli produk dan layanan.
3.7 Visi Dan Misi.

a. Visi
Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing,
sejahtera).
b. Misi
e Mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, berbudaya, dan religius.
e Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan
standar dan tingkat pemerataan pelayanan publik.
e Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah
dan efisiensi produksi.
e Memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyeimbangkan
wilayah pedesaan dan pertanian dengan wilayah perkotaan.
e Mencapai pertumbuhan regional yang berkelanjutan  untuk

kesejahteraan semua orang.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Proses perencanaan pengadaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan barang
atau jasa berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan, menentukan jenis barang atau
jasa yang dibutuhkan, memilih metode pengadaan yang terbaik (baik melalui penyedia
maupun pengelolaan sendiri), memastikan ketepatan waktu penggunaan barang atau
jasa, melaksanakan proses pengadaan dengan sebaik-baiknya, dan menyusun anggaran
yang sesuai dengan kebutuhan. Perolehan barang/jasa adalah proses di mana
kebutuhan ditentukan sampai pekerjaan diserahkan. Untuk melaksanakan proses ini
secara efektif, pedoman meliputi persiapan pengadaan, perencanaan, pelaksanaan.
Penting untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kebutuhan sebelum
pengadaan. Ini termasuk menentukan kebutuhan, pemahaman kebutuhan, analisis
risiko dan keterbatasan untuk kebutuhan yang diperlukan, dan menentukan kriteria
untuk pemilihan penyedia. Analisis dan evaluasi kebutuhan ini dalam menyiapkan
rencana pengadaan, termasuk rencana anggaran, keputusan tentang rencana

implementasi, persiapan dokumen pengadaan, dan pengumuman pengadaan.

Hukum perdata, pidana, korporasi, dan administrasi negara merupakan beberapa
konsekuensi hukum dari pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pelanggaran
yang terjadi selama perencanaan, persiapan, dan pemilihan pemasok untuk pengadaan
barang dan jasa oleh pemerintah diatur oleh hukum administrasi negara. Penyelenggara
Swakelola, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Seleksi yang
berpartisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pemenang seleksi,
peserta seleksi, dan penyedia dalam proses seleksi atau katalog semuanya dapat
dikenakan sanksi. Adapun beberapa hal yang masih menjadi permasalahan pada bagian
sumber daya manusia yang nyatanya masih bekerja tidak dengan berdasarkan peraturan

yang ada di sekretariat DPRD provinsi lampung.
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5.2  Saran

Sistem berbasis teknologi informasi yang diberikan harus digunakan untuk
melaksanakan proses pengadaan secara elektronik dari tahap perencanaan hingga
penyerahan pekerjaan yang telah selesai. Selain itu, proses pengadaan dipublikasikan
dengan persyaratan kualifikasi terbuka untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis
memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembelian produk dan layanan
pemerintah. Bagi pelaku usaha yang memenuhi standar kualifikasi, paket pengadaan

diyakini akan lebih kompetitif dengan keterbukaan yang terkendali tersebut.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah muncul sebagai elemen penting dalam
pengelolaan sumber daya publik di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Pentingnya
transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini tidak dapat dipandang sebelah mata,
sebab hal ini berpengaruh secara langsung terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5.2.1 Peningkatan Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa

Membangun kapasitas kelembagaan memerlukan peningkatan sumber daya manusia,
organisasi dan administrasi, serta jumlah dan mutu peraturan perundang-undangan.
Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pengadaan sumber daya manusia dan
kelembagaan dijelaskan secara lengkap di bawah ini:
a. Membentuk unit kerja pengadaan yang struktual.
Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara terencana, diperlukan unit
kerja yang terorganisasi dengan baik serta sumber daya manusia yang berkualitas
di bidangnya, serta mampu beroperasi secara bertanggung jawab dan jujur.
b. Para Menteri, Pimpinan Lembaga, serta Kepala Daerah punya kewajiban untuk
mendirikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan bentuk yang

struktural.
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5.2.2 Rekomendasi Perbaikan Pengadaan Barang dan jasa Agar efisien dan

Transparan

Salah satu cara terbaik untuk mengurangi berbagai anomali dan aktivitas tidak jujur
dalam pengadaan produk dan layanan yang dapat merugikan anggaran pemerintah
adalah melalui pengadaan elektronik. Salah satu pendekatan yang diambil pemerintah
untuk menerapkan tata kelola yang baik melalui teknologi adalah Pengadaan Barang
dan Layanan Secara Elektronik, atau e-procurement. Seluruh proses pengadaan, mulai
dari perencanaan hingga penyampaian hasil pekerjaan, harus diselesaikan secara daring

menggunakan sistem berbasis teknologi informasi.

5.2.3 Saran untuk sekretariat DPRD provinsi lampung

Beberapa kendala dalam keberhasilan pengadaan barang dan jasa antara lain potensi
terjadinya kecurangan atau korupsi pada sumber daya manusia yang terlibat. Untuk
menjamin kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, maka disarankan agar
pemerintah melakukan pembenahan atau penataan ulang terhadap komponen-

komponen yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
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